
(3) 

(4) 

(5) 

(1) 

2) 

(1) 

(2) 

(3) 

Pembongkaran bangunan gedung meliputi persetujuan rencana teknis 

bongkar dan kegiatan pelaksanaan pembongkaran bangunan gedung. 

Kegiatan pelaksanaan pembongkaran bangunan gedung sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) harus dilakukan dengan mengikuti kaidah- 

kaidah pembongkaran secara umum serta memanfaatkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. 

Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan pembongkaran bangunan 

gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan 

Bupati Boalemo. 

Pasal 131 

Setiap pemilik yang akan membongkar bangunan gedung wajib 

mengajukan permohonan persetujuan rencana teknis bongkar kepada 

instansi teknis terkait. 

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara 

mendapatkan Persetujuan rencana teknis bongkar diatur dengan 

Peraturan Bupati Boalemo. 

Pasal 132 

Rencana teknis bongkar bangunan gedung harus dilakukan oleh 

penyedia jasa konstruksi yang sesuai serta dipertanggungjawabkan 

oleh ahli yang memiliki IPTB. 

Permohonan persetujuan rencana teknis bongkar sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1) dapat tolak apabila : 

a. berdasarkan ketentuan yang berlaku kegiatan membongkar 

bangunan gedung akan melanggar ketertiban umum atau 

merugikan kepentingan umum, 

b. kepentingan permukiman masyarakat setempat akan dirugikan 

atau kegiatan membongkar dapat membahayakan kepentingan 

umum, dan 

Cc. pemohon belum atau tidak melaksanakan perintah tertulis yang 

diberikan sebagai salah satu syarat diprosesnya permohonan. 

Ketentuan lebih lanjut mengenai penolakan permohonan persetujuan 

rencana teknis bongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur 

dengan Peraturan Bupati Boalemo.



(1) 

(2) 

(3) 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(1) 

(2) 
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Pasal 133 

Pembongkaran bangunan gedung dapat dilakukan oleh seh 

dan/atau pengguna bangunan gedung dengan menggunakan penyedi 

jasa konstruksi pembongkaran bangunan gedung yang memiliki 

sertifikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. | 

Khusus untuk pembongkaran bangunan gedung yang menggunakan 

peralatan berat dan/atau bahan peledak harus dilaksanakan oleh 

penyedia jasa konstruksi pembongkaran bangunan gedung. 

Dalam hal pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung yang 

pembongkarannya telah ditetapkan dengan surat persetujuan 

pembongkaran tidak melaksanakan pembongkaran dalam batas waktu 

yang ditetapkan, surat persetujuan pembongkaran dinyatakan batal. 

Pasal 134 

Pembongkaran bangunan gedung yang pelaksanaannya dapat 

menimbulkan dampak luas terhadap keselamatan umum dan 

lingkungan harus dilaksanakan berdasarkan rencana teknis 

pembongkaran yang disusun oleh penyedia jasa perencanaan teknis 

pembongkaran yang memiliki sertifikat sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan. 

Rencana teknis pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

harus disetujui oleh Pemerintah Daerah Boalemo, kecuali bangunan 

gedung fungsi khusus oleh Pemerintah, setelah mendapat 

pertimbangan dari TABG. 

Dalam hal pelaksanaan pembongkaran berdampak luas terhadap 

keselamatan umum dan lingkungan, pemilik dan/atau Pemerintah 

Daerah melakukan sosialisasi dan pemberitahuan tertulis kepada 

masyarakat di sekitar bangunan gedung, sebelum pelaksanaan 

pembongkaran. 

Pelaksanaan pembongkaran bangunan gedung mengikuti prinsip- 

prinsip keselamatan dan kesehatan kerja (K3). 

Pasal 135 

Setiap orang yang akan melaksanakan pembongkaran bangunan 

gedung kriteria tertentu wajib menunjuk perencana dan pengawas 

pelaksanaan pembongkaran yang memiliki izin pelaku teknis bangunan 

dari Kepala Dinas. 

Perencana dan pengawas pelaksanaan pembongkaran sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) wajib mempertanggungjawabkan hasil 

perencanaan dan pengawasannya.



(3) 

(1) 

(2) 

(3) 

(1) 

(2) 

2) 

2) 

Apabila dalam pelaksanaan pembongkaran bangunan gedung 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mengakibatkan gangguan, 

kecelakaan dan kerugian harta benda orang lain, menjadi tanggung 

jawab pemilik dan/atau pelaku teknis bangunan gedung. 

Pasal 136 

Pengawasan pelaksanaan pembongkaran bangunan gedung 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (1) dilakukan oleh 

penyedia jasa pengawasan yang memiliki sertifikat sesuai dengan 

ketentuan perundangundangan. 

Hasil pengawasan pelaksanaan pembongkaran bangunan gedung 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Pemerintah 

Daerah Boalemo. 

Pemerintah Daerah Boalemo melakukan pengawasan atas hasil laporan 

pelaksanaan pembongkaran yang disampaikan oleh Pengawas 

pelaksanaan pembongkaran bangunan gedung sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2). 

BAB VIII 

TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG 

Bagian Pertama 

Pasal 137 

Dalam penyelenggaraan bangunan gedung tertentu, Bupati Boalemo 

membentuk dan mengangkat TABG yang membantu Bupati untuk 

tugas dan fungsi yang membutuhkan profesionalisme tinggi di 

bidangnya. 

Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tugas rutin 

tahunan dan tugas insidentil. 

Pasal 138 

Tugas rutin tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (2) 

meliputi: 

a. memberikan pertimbangan teknis berupa nasehat, pendapat dan 

pertimbangan profesional untuk pengesahan rencana teknis 

bangunan gedung tertentu, dan 

b. memberikan masukan mengenai program dalam pelaksanaan tugas 

pokok dan fungsi instansi yang terkait. 

Tugas rutin tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

disusun berdasarkan masukan dari seluruh unsur TABG.



(3) 

9 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(1) 

Tugas rutin tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

dilakukan oleh unsur instansi Pemerintah Daerah Boalemo, Pemerintah 

Provinsi dan Pemerintah Pusat. 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas rutin tahunan TABG 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur 

dengan Peraturan Bupati Boalemo. 

Pasal 139 

Dalam melaksanakan tugas rutin tahunan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 138, TABG mempunyai fungsi penyusunan analisis 

terhadap rencana teknis bangunan gedung tertentu meliputi pengkajian 

dokumen rencana teknis: 

a. berdasarkan persetujuan/rekomendasi dari instansi/pihak yang 

berwenang/ terkait, 

b. berdasarkan ketentuan tentang persyaratan tata bangunan, 

berdasarkan ketentuan tentang persyaratan keandalan bangunan 

gedung, dan 

d. mengarahkan penyesuaian dengan persyaratan teknis yang harus 

dipenuhi pada kondisi yang ada (eksisting), program yang sedang 

dan akan dilaksanakan di/melalui, atau dekat dengan lokasi 

lahan/tapak rencana. 

Pengkajian dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf a, huruf b dan huruf c dilakukan oleh seluruh unsur TABG. 

Pengkajian dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf d dilakukan oleh unsur instansi Pemerintah Daerah Boalemo, 

Pemerintah Provinsi dan Pemerintah pusat. 

Ketentuan lebih lanjut mengenai fungsi dalam tugas rutin tahunan 

TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur 

dengan Peraturan Bupati Boalemo. 

Pasal 140 

Tugas insidentil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (2) 

meliputi memberikan pertimbangan teknis berupa: 

a. nasehat, pendapat, dan pertimbangan profesional dalam penetapan 

jarak bebas untuk bangunan gedung fasilitas umum di bawah 

permukaan tanah, rencana teknis perawatan bangunan gedung 

tertentu, dan rencana teknis pembongkaran bangunan gedung 

tertentu yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan,



(2) 

(3) 

(1) 

(2) 

(1) 

b. masukan dan pertimbangan profesional dalam penyelesaian 

masalah secara langsung atau melalui forum dan persidangan 

terkait dengan kasus bangunan gedung, dan 

pertimbangan profesional terhadap masukan dari masyarakat, 

dalam membantu Pemerintah Daerah guna menampung masukan 

dari masyarakat untuk penyempurnaan peraturan, pedoman dan 

standar teknis di bidang bangunan gedung. 

Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 

disusun secara tertulis. 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas insidentil TABG sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati. 

Pasal 141 

Dalam melaksanakan tugas insidentil sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 140, TABG mempunyai fungsi: 

a. pengkajian dasar ketentuan jarak bebas berdasarkan pertimbangan 

batas-batas lokasi, pertimbangan keamanan dan keselamatan, 

pertimbangan kemungkinan adanya gangguan terhadap fungsi 

utilitas kota serta akibatnya dalam pelaksanaan, 

pengkajian terhadap pendapat dan pertimbangan masyarakat 

terhadap RTBL, rencana teknis bangunan gedung tertentu dan 

penyelenggaraan yang menimbulkan dampak penting terhadap 

lingkungan, 

pengkajian terhadap rencana teknis pembongkaran bangunan 

gedung berdasarkan prinsip-prinsip keselamatan kerja dan 

keselamatan lingkungan, dan efektivitas serta efisiensi dan 

keamanan terhadap dampak limbah, 

pengkajian aspek teknis dan aspek lainnya dalam penyelenggaraan 

bangunan gedung yang menimbulkan dampak penting, dan 

pengkajian saran dan usul masyarakat untuk penyempurnaan 

peraturan-peraturan termasuk Peraturan Daerah di bidang 

bangunan gedung, dan standar teknis. 

Ketentuan lebih lanjut mengenai fungsi dalam tugas insidentil TABG 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. 

Pasal 142 

TABG melaksanakan tugasnya melalui persidangan yang ditetapkan 

dan wajib dihadiri dengan jadwal berkala dan insidentil.
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(7) 

(8) 

Jadwal berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui 

sidang pleno dan sidang kelompok yang waktunya mengikuti ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

Sidang dapat mengundang penyedia jasa perencana teknik bangunan 

gedung sepanjang hanya untuk klarifikasi atas rencana teknis. 

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sidang TABG 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur 

dengan Peraturan Bupati Boalemo. 

Bagian Kedua 

Pembentukan Tim Ahli Bangunan Gedung 

Pasal 143 

Bupati Boalemo secara tertulis mengundang asosiasi profesi, 

masyarakat ahli mencakup masyarakat ahli di luar disiplin bangunan 

gedung termasuk masyarakat adat, perguruan tinggi negeri 

danperguruan tinggi swasta untuk mengajukan usulan calon anggota 

TABG unsur keahlian. 

Calon anggota TABG bidang teknik bangunan gedung harus memiliki 

sertifikat keahlian sesuai dengan peraturan perundang-undangan, 

kecuali ahli bidang bangunan gedung adat berupa surat/piagam 

pengakuan atau pengukuhan. 

Selain dari unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati secara 

tertulis menginstruksikan dinas/instansi terkait dalam 

penyelenggaraan bangunan gedung untuk mengajukan usulan calon 

anggota TABG unsur pemerintahan sesuai dengan bidang tugas 

dinas/instansinya. 

Dari usulan calon anggota TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dan ayat (2) panitia melakukan penyusunan daftar dan seleksi 

berdasarkan kriteria kredibilitas, kapabilitas, integritas calon dan 

prioritas kebutuhan serta kemampuan anggaran, 

Nama-nama calon anggota TABG yang memenuhi syarat dimasukkan 

dalam database anggota TABG. 

Keahlian minimal untuk membentuk TABG dari unsur keahlian 

meliputi bidang arsitektur, bidang struktur, bidang utilitas (mekanikal 

dan elektrikal), dan bidang hukum. 

TABG diangkat dari nama-nama yang terdaftar dalam database anggota 

TABG sedangkan yang belum diangkat dapat ditugaskan kemudian 

sesuai dengan kebutuhan akan keahliannya. 

Sekretariat TABG ditetapkan di kantor dinas.
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Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan TABG sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6). 

ayat (7) dan ayat (8) diatur dengan Peraturan Bupati Boalemo. 

Pasal 144 

Keanggotaan TABG meliputi unsur-unsur, dan bidang keahlian dan 

bidang tugas. 

Unsur-unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. unsur asosiasi profesi, masyarakat ahli, masyarakat adat, dan 

perguruan tinggi, dan 

b. unsur instansi Pemerintah Daerah Boalemo, pemerintah provinsi 

dan/atau Pemerintah pusat termasuk jabatan fungsional teknik 

tata bangunan dan perumahan dan/atau pejabat fungsional lainnya 

yang terkait yang mempunyai sertifikat keahlian. 

Bidang keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi keahlian 

bidang-bidang yang terkait dengan bangunan gedung atau fungsi dan 

pemanfaatan bangunan gedung, sedangkan bidang tugas meliputi 

tugas kepemerintahan. 

Komposisi keanggotaan dan jumlah anggota tiap unsur mengikuti 

ketentuan yang berlaku. 

Dalam hal ahli yang dibutuhkan tidak cukup atau tidak terdapat dalam 

Daerah, Pemerintah Daerah Boalemo dapat mengundang ahli dari 

kabupaten/kota atau dari provinsi lainnya. 

Database anggota TABG disusun dan selalu dimutakhirkan setiap 

tahun oleh Pemerintah Daerah. 

Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan TABG sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) 

diatur dengan Peraturan Bupati Boalemo. 

Bagian Ketiga 

Pembiayaan Tim Ahli Bangunan Gedung 

Pasal 145 

Pembiayaan operasional sekretariat TABG, biaya persidangan, 

honorarium, tunjangan dan biaya perjalanan dinas TABG dianggarkan 

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo. 

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan TABG sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati Boalemo.



(1) 

(2) 

BAB IX 

RETRIBUSI 

Bagian Pertama 

Penghitungan Retribusi 

Pasal 146 

Jenis kegiatan yang dikenakan retribusi IMB meliputi: 

a. 

b. 

Cc. 

pembangunan baru, 

rehabilitasi/renovasi meliputi perbaikan/perawatan, perubahan, 

perluasan/ pengurangan, dan 

pelestarian/pemugaran. 

Obyek retribusi IMB adalah kegiatan Pemerintah Daerah untuk 

pemberian IMB pada : 

a. 

b. 

bangunan gedung, 

prasarana bangunan gedung yang merupakan pelengkap yang 

menjadi satu kesatuan dengan bangunan gedung/kelompok 

bangunan gedung pada satu tapak kavling/persil untuk mencapai 

tingkat kinerja bangunan gedung tersebut, dan 

prasarana bangunan gedung berupa konstruksi bangunan yang 

berdiri sendiri selain sebagaimana dimaksud pada huruf b. 

Pasal 147 

Pengecualian obyek retribusi bangunan gedung adalah pemberian izin 

untuk bangunan milik pemerintah atau pemerintah daerah 

Pasal 148 

Bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (2) 

huruf a adalah sebagai berikut: 

a. 

wa
s 

. 
t
a
 

P
9
 

A
O
 

Jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan 

seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya yang merupakan satu 

kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut, 

Jalan tol, 

Kolam renang, 

Pagar mewah, 

Tempat olahraga, 

Galangan kapal, dermaga, 

Taman mewah, 

Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak, 

Menara.
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(2) 

0) 

2) 
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(4) 

(1) 

(2) 

(3) 

Pasal 149 

Subjek retribusi bangunan gedung adalah orang pribadi atau badan 

yang memperoleh izin mendirikan bangunan gedung dari pemerintah 

daerah Kabupaten Boalemo, 

Wajib retribusi bangunan gedung adalah orang pribadi atau badan 

yang memperoleh izin mendirikan bangunan gedung dari pemerintah 

daerah Kabupaten Boalemo. 

Pasal 150 

Besarnya retribusi IMB bangunan gedung dihitung dengan 

mempertimbangkan klasifikasi fungsi bangunan gedung secara 

proporsional. 

Penghitungan retribusi IMB meliputi jenis: 

a. bangunan gedung, ditetapkan sebagai perkalian tingkat 

penggunaan jasa Pemerintah Daerah atas pemberian layanan 

perizinan dan harga satuan (tarif dasar) retribusi IMB, dan 

b. prasarana bangunan gedung, dihitung dengan terlebih dahulu 

menetapkan standar untuk setiap jenis prasarana bangunan 

gedung sebagai tarif dasar. 

Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a 

dihitung sebagai perkalian volume (luas) bangunan gedung dikali 

indeks terintegrasi. 

Nilai besarnya retribusi IMB bangunan gedung sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diperoleh dengan cara penghitungan 

yang dirumuskan sebagai perkalian unsur-unsur terukur yaitu 

perkalian besaran satuan volume/luas kegiatan dikali indeks 

terintegrasi, dikali indeks pembangunan, dikali harga satuan (tarif 

dasar) retribusi. 

Pasal 151 

Harga satuan retribusi Bangunan Gedung dinyatakan per-satuan luas 

lantai bangunan gedung (m2) yang nilainya ditetapkan sama untuk 

semua klasifikasi fungsi bangunan gedung. 

Besarnya indeks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 untuk 

penghitungan besarnya retribusi ditentukan berdasarkan obyek 

bangunan. 

Skala indeks ditetapkan berdasarkan peringkat terendah hingga 

tertinggi dengan mempertimbangkan kewajaran perbandingan dalam 

intensitas penggunaan jasa.



(4) 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(1) 

(2) 

Ketentuan lebih lanjut mengenai harga satuan (tarif dasar) retribusi 

IMB diatur dengan Peraturan Bupati secara tersendiri. 

Pasal 152 

Pengenaan biaya retribusi bangunan gedung sesuai klasifikasi fungsi 

bangunan gedung secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 150 ayat (1) diukur dengan rumus yang didasarkan faktor-faktor 

dari luas lantai bangunan gedung, jumlah tingkat bangunan, lokasi 

bangunan gedung, penggunaan bangunan gedung dan konstruksi 

bangunan. 

Biaya retribusi penyelenggaraan meliputi penerbitan dokumen izin, 

pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan 

biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut. 

Besarnya retribusi izin mendirikan bangunan gedung dihitung dengan 

menggunakan rumus perkalian luas lantai bangunan gedung, indeks 

terintegrasi, indeks pembangunan atau tingkat tingkat kerusakan dan 

harga satuan retribusi bangunan gedung dengan memperhatikan 

komponen retribusi dan biaya. 

Penentuan biaya retribusi secara lengkap diatur dalam Peraturan 

Daerah tersendiri Kabupaten Boalemo. 

Pasal 153 

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi izin mendirikan 

bangunan gedung di dasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian 

atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. 

BAB X 

PERAN SERTA MASYARAKAT 

Bagian Pertama 

Peran Masyarakat Dalam Ketertiban 

Pasal 154 

Dalam penyelenggaraan bangunan gedung, masyarakat dapat berperan 

untuk memantau dan menjaga ketertiban baik dalam pelaksanaan 

pembangunan, pemanfaatan, pelestarian, maupun kegiatan 

pembongkaran bangunan gedung. 

Dalam melaksanakan pemantauan dan penjagaan ketertiban 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat harus mengikuti 

prinsip-prinsip umum tata pemerintahan yang baik.



(3) 

(4) 

(2) 

2) 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

Pemantauan dan penjagaan ketertiban sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pengamatan, penyampaian 

masukan, usulan, dan pengaduan. 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memantau dan menjaga 

ketertiban penyelenggaraan bangunan gedung diatur dengan Peraturan 

Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 155 

Masyarakat ikut menjaga ketertiban dalam penyelenggaraan bangunan 

gedung untuk menjamin kelaikan fungsi bangunan gedung dengan 

mencegah setiap perbuatan perorangan atau kelompok yang dapat 

mengurangi tingkat keandalan bangunan gedung dan/atau 

mengganggu penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungannya. 

Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

masyarakat dapat melaporkan secara lisan dan/atau tertulis kepada 

instansi yang berwenang atau kepada pihak yang berkepentingan atas 

perbuatan setiap orang termasuk pengguna dan/atau pemilik 

bangunan gedung. 

Pasal 156 

Pelaksanaan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat 

(1) dilakukan melalui kegiatan pengamatan, penyampaian masukan, 

usulan, dan pengaduan. 

Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara 

objektif, dengan penuh tanggung jawab, dan dengan tidak 

menimbulkan gangguan dan/atau kerugian bagi pemilik dan/atau 

pengguna bangunan gedung, masyarakat dan lingkungan. 

Dalam melaksanakan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), masyarakat dapat melakukannya baik secara perorangan, 

kelompok, organisasi kemasyarakatan, maupun melalui TABG. 

Berdasarkan pemantauannya, masyarakat dapat melaporkan secara 

tertulis kepada Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Boalemo, 

terhadap : 

a. indikasi bangunan gedung yang tidak laik fungsi, dan/atau 

b. bangunan gedung yang pembangunan, pemanfaatan, pelestarian, 

dan/atau pembongkarannya berpotensi menimbulkan gangguan 

dan atau bahaya bagi pengguna, masyarakat, dan lingkungannya.



(1) 

(2) 

(3) 

(1) 

(2) 

1) 

(1) 

Pasal 157 

Pemerintah Daerah menindaklanjuti laporan pemantauan masyarakat 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (4), dengan melakukan 

penelitian dan evaluasi, baik secara administratif maupun secara teknis 

melalui pemeriksaan lapangan, dan melakukan tindakan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan serta menyampaikan 

hasilnya kepada masyarakat. 

Tindak lanjut laporan pemantauan masyarakat sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) disampaikan hasilnya selambat-lambatnya 30 (tiga 

puluh) hari kerja sejak diterimanya laporan. 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara tindak lanjut laporan 

pemantauan masyarakat diatur dengan Peraturan Bupati Boalemo 

Bagian Kedua 

Pemberian Masukan Masyarakat 

Pasal 158 

Masyarakat dapat memberikan masukan terhadap penyusunan 

dan/atau penyempurnaan peraturan, pedoman, dan standar teknis di 

bidang bangunan gedung kepada Pemerintah Daerah. 

Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disampaikan baik secara perorangan, kelompok, organisasi 

kemasyarakatan, maupun melalui TABG dengan mengikuti prosedur 

dan berdasarkan pertimbangan nilai-nilai sosial budaya. 

Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi 

pertimbangan Pemerintah Daerah dalam penyusunan dan/atau 

penyempurnaan peraturan, pedoman, dan standar teknis di bidang 

bangunan gedung. 

Bagian Ketiga 

Penyampaian Pendapat dan Pertimbangan 

Pasal 159 

Masyarakat dapat menyampaikan pendapat dan pertimbangan kepada 

instansi yang berwenang terhadap penyusunan rencana tata bangunan 

dan lingkungan, rencana teknis bangunan gedung tertentu dan/atau 

kegiatan penyelenggaraan yang menimbulkan dampak penting terhadap 

lingkungan agar masyarakat yang bersangkutan ikut memiliki dan 

bertanggung jawab dalam penataan bangunan dan lingkungannya.



(2) 

(1) 

(2) 

(1) 

(2) 

(1) 

Pendapat dan pertimbangan masyarakat sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) disampaikan baik secara perorangan, kelompok, organisasi 

kemasyarakatan, maupun melalui TABG dengan mengikuti prosedur 

dan dengan mempertimbangkan nilai-nilai sosial budaya. 

Pasal 160 

Pendapat dan pertimbangan masyarakat untuk rencana teknis 

bangunan gedung tertentu dan/atau kegiatan penyelenggaraan yang 

menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan, dapat 

disampaikan melalui TABG atau dibahas dalam dengar pendapat publik 

yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, kecuali untuk bangunan 

gedung fungsi khusus difasilitasi oleh Pemerintah melalui koordinasi 

dengan Pemerintah Daerah. 

Hasil dengar pendapat publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dapat menjadi pertimbangan dalam proses penetapan rencana teknis 

oleh Pemerintah Daerah. 

Bagian Keempat 

Gugatan Class Action 

Pasal 161 

Masyarakat dapat mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan 

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

Masyarakat yang dapat mengajukan gugatan perwakilan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) adalah: 

a. perorangan atau kelompok orang yang dirugikan, yang mewakili 

para pihak yang dirugikan akibat adanya penyelenggaraan 

bangunan gedung yang mengganggu, merugikan, atau 

membahayakan kepentingan umum, atau 

b. perorangan atau kelompok orang atau organisasi kemasyarakatan 

yang mewakili para pihak yang dirugikan akibat adanya 

penyelenggaraan bangunan gedung yang mengganggu, merugikan, 

atau membahayakan kepentingan umum. 

Bagian Kelima 

Penyidikan 

Pasal 162 

Selain oleh penyidik umum, penyidikan atas pelanggaran dalam 

Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil 

(PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya 

ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



(2) 

(3) 

(1) 

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang : 

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau 

laporan berkenaan dengan tindak pidana, 

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang 

pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan 

sehubungan dengan tindak pidana, 

c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau 

badan sehubungan dengan tindak pidana, 

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen 

lain berkenaan dengan tindak pidana, 

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti 

pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta 

melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut, 

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas 

penyidikan tindak pidana, 

g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan 

atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan 

memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa 

sebagaimana dimaksud pada huruf e, 

h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan 

dengan tindak pidana, 

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa 

sebagai tersangka atau saksi, 

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan 

dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada 

Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik 

Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana yang berlaku. 

BAB XI 

SANKSI ADMINISTRATIF 

Pasal 163 

Setiap pemilik bangunan gedung, pengguna bangunan gedung, 

penyedia jasa konstruksi bangunan gedung, pengelola bangunan 

gedung yang tidak memenuhi kewajiban pemenuhan fungsi, dan/atau 

persyaratan, dan/atau penyelenggaraan bangunan gedung dikenai 

sanksi administratif.



(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

berupa: 

a. peringatan tertulis, 

b. pembatasan kegiatan pembangunan, 

Cc. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan 

pembangunan, 

d. penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan 

gedung, 

e. pembekuan IMB, 

f. pencabutan IMB, 

g. pembekuan SLF, 

h. pencabutan SLF, 

i. pembekuan IPTB, 

j. penurunan golongan IPTB, 

k. pencabutan IPTB, 

Il pencabutan persetujuan rencana teknis bongkar, 

m. pembekuan persetujuan rencana teknis bongkar: 

n. pengenaan denda, atau 

O. perintah pembongkaran bangunan gedung. 

(3) Jenis pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) 

ditentukan oleh berat dan ringannya pelanggaran yang dilakukan. 

(4) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut 

dengan Peraturan Bupati Boalemo. 

BAB XII 

SANKSI PIDANA 

Bagian Kesatu 

Faktor Kesengajaan yang Tidak Mengakibatkan Kerugian Orang Lain 

Pasal 164 

Setiap pemilik dan/atau Pengguna Bangunan Gedung yang tidak memenuhi 

ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan 

paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 

(lima puluh juta rupiah).



(1) 

2) 

(3) 

&H 

(1) 

2) 

Bagian Kedua 

Faktor Kesengajaan yang Mengakibatkan Kerugian Orang Lain 

Pasal 165 

Setiap pemilik dan/atau Pengguna Bangunan Gedung yang tidak 

memenuhi ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, yang mengakibatkan 

kerugian harta benda orang lain diancam dengan pidana penjara paling 

lama 3 (tiga) tahun, dan denda paling banyak 1046 (sepuluh per seratus) 

dari nilai bangunan dan penggantian kerugian yang diderita. 

Setiap pemilik dan/atau Pengguna Bangunan Gedung yang tidak 

memenuhi ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, yang mengakibatkan 

kecelakaan bagi orang lain atau mengakibatkan cacat seumur hidup 

diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda 

paling banyak 1596 (lima belas per seratus) dari nilai bangunan dan 

penggantian kerugian yang diderita. 

Setiap pemilik dan/atau Pengguna Bangunan Gedung yang tidak 

memenuhi ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, yang mengakibatkan 

hilangnya nyawa orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 

5 (lima) tahun dan denda paling banyak 20” (dua puluh per seratus) 

dari nilai bangunan dan penggantian kerugian yang diderita. 

Dalam proses peradilan atas tindakan sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) hakim memperhatikan pertimbangan 

TABG. 

Bagian Ketiga 

Faktor Kelalaian yang Mengakibatkan Kerugian Orang Lain 

Pasal 166 

Setiap orang atau badan hukum yang karena kelalaiannya melanggar 

ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan ini sehingga 

mengakibatkan bangunan tidak Laik Fungsi dapat dipidana kurungan, 

pidana denda dan penggantian kerugian. 

Pidana kurungan, pidana denda dan penggantian kerugian sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. Pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda 

paling banyak 1Y6 (satu per seratus) dari nilai bangunan dan ganti 

kerugian jika kelalaian mengakibatkan kerugian harta benda orang 

lain:



(2) 

2) 

(3) 

H9 

5) 

(6) 

b. Pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda 

paling banyak 2”6 (dua per seratus) dari nilai bangunan dan ganti 

kerugian jika mengakibatkan kecelakaan bagi orang lain sehingga 

menimbulkan cacat, 

c. Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda 

paling banyak 376 (tiga per seratus) dari nilai bangunan dan ganti 

kerugian jika mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. 

BAB XI 

KETENTUAN PERALIHAN 

Bagian Pertama 

Pasal 167 

Bangunan Gedung yang sudah dilengkapi dengan IMB sebelum 

Peraturan Daerah ini berlaku, dan IMB yang dimiliki sudah sesuai 

dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, maka IMB yang 

dimilikinya dinyatakan tetap berlaku. 

Bangunan Gedung yang sudah dilengkapi IMB sebelum Peraturan 

Daerah ini berlaku, namun IMB yang dimiliki tidak sesuai dengan 

ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, maka Pemilik Bangunan Gedung 

wajib mengajukan permohonan IMB baru, dan melakukan perbaikan 

(retrofitting) secara bertahap. 

Bangunan Gedung yang sudah memiliki IMB sebelum Peraturan Daerah 

ini berlaku, namun dalam proses pembangunannya tidak sesuai dengan 

ketentuan dan persyaratan dalam IMB, maka Pemilik Bangunan Gedung 

wajib mengajukan permohonan IMB baru atau melakukan perbaikan 

(retrofitting) secara bertahap. 

Permohonan IMB yang telah masuk/terdaftar sebelum berlakunya 

Peraturan Daerah ini, tetap diproses dengan tetap menyesuaikan dengan 

ketentuan dalam Peraturan Daerah ini. 

Bangunan Gedung yang pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini 

belum dilengkapi IMB, maka Pemilik Bangunan Gedung wajib 

mengajukan permohonan IMB. 

Bangunan Gedung yang pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini 

belum dilengkapi IMB, dan bangunan yang sudah berdiri tidak sesuai 

dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, maka Pemilik Bangunan 

Wajib mengajukan permohonan IMB baru dan melakukan perbaikan 

(retrofitting) secara bertahap.



(7) 

(8) 

0) 

Bangunan Gedung pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini belum 

dilengkapi SLF, maka pemilik/Pengguna Bangunan Gedung wajib 

mengajukan permohonan SLF. 

Permohonan SLF yang telah masuk/terdaftar sebelum berlakunya 

Peraturan Daerah ini, tetap diproses dengan disesuaikan pada 

ketentuan dalam Peraturan Daerah ini. 

Bangunan Gedung yang sudah dilengkapi SLF sebelum Peraturan 

Daerah ini berlaku, namun SLF yang dimiliki tidak sesuai dengan 

ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, maka pemilik/Pengguna 

Bangunan Gedung wajib mengajukan permohonan SLF baru. 

(10)Bangunan Gedung yang sudah dilengkapi SLF sebelum Peraturan 

Daerah ini berlaku, namun kondisi Bangunan Gedung tidak Laik 

Fungsi, maka pemilik/Pengguna Bangunan Gedung wajib melakukan 

perbaikan (retrofitting) secara bertahap. 

(Il)Bangunan Gedung yang sudah dilengkapi SLF sebelum Peraturan 

Daerah ini berlaku, dan SLF yang dimiliki sudah sesuai dengan 

ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, maka SLF yang dimilikinya 

dinyatakan tetap berlaku. 

(12)Pemerintah Daerah melaksanakan penertiban kepemilikan IMB dan SLF 

dengan ketentuan pentahapan sebagai berikut: 

a. untuk Bangunan Gedung selain dari fungsi hunian, penertiban 

kepemilikan IMB dan SLF harus sudah dilakukan selambat- 

lambatnya 3 (tiga) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Daerah 

ini, 

b. untuk Bangunan Gedung fungsi hunian dengan spesifikasi non- 

sederhana, penertiban kepemilikan IMB dan SLF harus sudah 

dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak 

diberlakukannya Peraturan Daerah ini, 

c. untuk Bangunan Gedung fungsi hunian dengan spesifikasi 

sederhana, penertiban kepemilikan IMB dan SLF harus sudah 

dilakukan — selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak 

diberlakukannya Peraturan Daerah ini.



Bagian Kedua 

Ketentuan Penutup 

Pasal 168 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 

Kabupaen Boalemo. 

Ditetapkan di Til 
Pada tanggal 5 sember 2014 

  

Diundangkan di Tilamuta 

Pada tanggal $ Desember 2014 

SEKRETARIS DAERAH, 
. 

na 

SUJARNO ABDUL HAMID 

(LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2014 NOMOR 8 ) 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO : (6/2014)



PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO 

NOMOR 8 TAHUN 2014 

TENTANG 

BANGUNAN GEDUNG 

UMUM 

Pada dasarnya hampir semua aktifitas atau kegiatan manusia 

terjadi di dalam gedung. Untuk itu bangunan gedung sebagai tempat 

manusia melakukan kegiatannya, mempunyai peranan yang sangat 

strategis dalam pembentukan watak, perwujudan produktivitas, dan 

jati diri manusia. Sebagai tempat melaksanakan aktifitas yang 

dilakukan oleh manusia tersebut, selayaknyalah penyelenggaraan 

bangunan gedung perlu diatur dan dibina demi kelangsungan dan 

peningkatan kehidupan serta penghidupan masyarakat, sekaligus 

untuk mewujudkan bangunan gedung yang fungsional, andal, berjati 

diri, serta seimbang, serasi, dan selaras dengan lingkungannya. 

Salah satu wujud fisik pemanfaatan ruang yang dilakukan oleh 

manusia adalah dengan menata bangunan gedung sebagai tempat 

tinggal atau tempat bekerja. Sehubungan dengan hal itu dalam 

pengaturan bangunan gedung tetap mengacu pada pengaturan 

penataan ruang sesuai amanah peraturan perundang-undangan yang 

berlaku dan peraturan perundang-undangan bangunan gedung itu 

sendiri tanpa melupakan nilai-nilai kearifan lokal daerah masing- 

masing. 

Penataan bangunan gedung diharapkan dapat menjamin 

kepastian dan ketertiban hukum dalam penyelenggaraan bangunan 

gedung. Dengan kata lain diperlukan aspek legalitas dalam rangka 

mengatur bangunan gedung itu sendiri. Aspek legalitas tersebut di 

antaranya adalah setiap bangunan gedung harus memenuhi 

persyaratan administratif dan teknis, serta harus diselenggarakan 

secara tertib, konsisten. Penegakan aspek legalitas bangunan gedung 

diharapkan dapat memecahkan problem penataan ruang dan 

lingkungan, serta meminimalisir korban bencana yang diakibatkan 

runtuhnya sebuah bangunan gedung. 

Berbagai teori dan praktik hukum menghendaki pemberlakuan 

suatu regulasi termasuk Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung 

dilandasi oleh asas kemanfaatan, keselamatan, keseimbangan, dan 

keserasian bangunan gedung dan lingkungannya sehingga terwujud



Il. 

perikemanusiaan dan keadilan dalam masyarakat. Untuk mewujudkan 

harapan tersebut, masyarakat diupayakan untuk terlibat danberperan 

aktif, positif, konstruktif dan bersinergi bukan hanya dalam rangka 

pembangunan danpemanfaatan bangunan gedung untuk kepentingan 

mereka sendiri, tetapi juga dalam meningkatkan pemenuhan 

persyaratan bangunan gedung dan tertib penyelenggaraan bangunan 

gedung. 

Pengaturan persyaratan administratif dan teknis dalam Peraturan 

Daerah ini meliputi persyaratan administratif dan teknis tata bangunan 

dan keandalan bangunan gedung, sehingga masyarakat dalam 

mendirikan bangunan dapat mengetahui secara jelas persyaratan- 

persyaratan yang harus dipenuhi, agar bangunan gedungnya dapat 

dijamin keselamatan bagi pengguna dan lingkungannya. Bencana yang 

terjadi karena diakibatkan runtuhan bangunan gedung dapat dihindari 

dengan memahami secara administratif dan teknis membangun 

bangunan gedung. Pemilik dan pengguna bangunan secara aman, 

sehat dan nyaman menempati bangunan gedung secara serasi dan 

selaras, tanpa ada kekuatiran menjadi korban gedung yang 

ditempatinya tersebut. 

Pemenuhan persyaratan bangunan gedung sesuai fungsi dan 

klasifikasinya, diharapkan kegagalan konstruksi maupun kegagalan 

bangunan gedung dapat dihindari. Peran masyarakat diupayakan 

untuk aktif untuk memberikan pendapat dan pertimbangan dalam 

rangka pembangunan dan pemanfaatan bangunan gedung, agar sesuai 

dengan persyaratan bangunan gedung. 

Peraturan Daerah ini meliputi ketentuan yang berkaitan dengan 

fungsi bangunan gedung, persyaratan bangunan gedung, 

penyelenggaraan bangunan gedung, Izin Mendirikan Bangunan, 

Sertifikat Laik Fungsi, retribusi, timbulnya sengketa, upaya 

mengajukan gugatan perwakilan. Konsistensi dari peran serta 

masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung tetap 

diharapkan dalam mengawal peraturan ini, sehingga dengan adanya 

Peraturan Daerah ini akan terwujud bangunan dan lingkungan yang 

aman, sehat dan nyaman. 

PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 
Cukup jelas. 

Pasal 2 
Cukup jelas.



Pasal 3 
Cukup jelas. 

Pasal 4 
Cukup jelas. 

Pasal 5 
Cukup jelas. 

Pasal 6 
Ayat (1) 

huruf a. 

Yang dimaksud dengan “bangunan rumah tinggal 

tunggal” adalah bangunan rumah tinggal yang 

mempunyai kaveling sendiri dan salah satu dinding 

bangunan tidak dibangun tepat pada batas kaveling. 

huruf b. 

Yang dimaksud dengan “bangunan rumah tinggal 

deret” adalah beberapa bangunan rumah tinggal yang 

satu atau lebih dari sisi bangunan menyatu dengan 

sisi satu atau lebih bangunan lain atau rumah tinggal 

lain, tetapi masing-masing mempunyai kaveling 

sendiri. 

huruf c. 

Yang dimaksud dengan “bangunan rumah tinggal 

susun” adalah Bangunan Gedung bertingkat yang 

dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi 

dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara 

fungsional, baik dalam arah horizontal maupun 

vertikal, dan merupakan satuan-satuan yang masing- 

masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, 

terutama untuk tempat hunian, yang dilengkapi 

dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah 

bersama. 

huruf d. 

Yang dimaksud dengan “bangunan rumah tinggal 

sementara” adalah bangunan rumah tinggal yang 

dibangun untuk hunian sementara waktu dalam 

menunggu selesainya bangunan hunian yang bersifat 

permanen, misalnya bangunan untuk penampungan 

pengungsian dalam hal terjadi bencana alam atau 

bencana sosial. 

ayat (2) 

cukup jelas. 

ayat (3) 

cukup jelas. 

ayat (4) 

cukup jelas.



ayat (S5) 

Yang dimaksud dengan “bangunan dengan tingkat 

kerahasiaan tinggi” antara lain bangunan militer dan istana 

kepresidenan, wisma negara, Bangunan Gedung fungsi 

pertahanan, dan gudang penyimpanan bahan berbahaya. 

Yang dimaksud dengan “bangunan dengan tingkat risiko 

bahaya tinggi” antara lain bangunan reaktor nuklir dan 

sejenisnya, gudang penyimpanan bahan berbahaya. 

Penetapan Bangunan Gedung dengan fungsi khusus 

dilakukan oleh Menteri dengan mempertimbangkan usulan 

dari instansi berwenang terkait. 

ayat (6) 

Yang dimaksud dengan “lebih dari satu fungsi” adalah 

apabila satu Bangunan Gedung mempunyai fungsi utama 

gabungan dari fungsi-fungsi hunian, keagamaan, usaha, 

sosial dan budaya, dan/atau fungsi khusus 

Pasal 7 

ayat (1) 

Secara umum klasifikasi bangunan gedung ini mempunyai 

hubungan dengan retribusi dan IMB. Klasifikasi bangunan 

gedung menjadi dasar penetapan indeks penghitungan 

retribusi. Demikian pula klasifikasi bangunan gedung 

mempengaruhi pengajuan permohonan IMB. Untuk itu 

setiap permohonan IMB klasifikasi bangunan gedung yang 

diajukan harus sudah jelas. 

Selain itu klasifikasi bangunan gedung merupakan 

pengklasifikasian lebih lanjut dari fungsi bangunan gedung, 

agar dalam pembangunan dan pemanfaatan bangunan 

gedung dapat lebih tajam dalam penetapan persyaratan 

administratif dan teknisnya yang harus diterapkan.Dengan 

ditetapkannya fungsi dan klasifikasi bangunan gedung yang 

akandibangun, maka pemenuhan persyaratan administratif 

dan teknisnya dapat lebih efektif dan efisien. 

ayat (2) 

Fungsi bangunan gedung merupakan ketetapan 

pemenuhan persyaratan teknis bangunan gedung baik 

ditinjau dari segi tata bangunan dan lingkungannya, 

maupun keandalan bangunan gedungnya. 

ayat (3) 

cukup jelas



ayat (4) 

cukup jelas 

ayat (5) 

cukup jelas 

ayat (6) 

cukup jelas. 

ayat (7) 

cukup jelas 

ayat (8) 

cukup jelas 

ayat (9) 

cukup jelas 

Pasal 8 

cukup jelas. 

Pasal 9 

ayat (1) 

Perubahan fungsi misalnya dari Bangunan Gedung fungsi 

hunian menjadi Bangunan Gedung fungsi usaha. 

Perubahan klasifikasi misalnya dari Bangunan Gedung 

milik negara menjadi Bangunan Gedung milik badan 

usaha, atau Bangunan Gedung semi permanen menjadi 

Bangunan Gedung permanen. 

Perubahan fungsi dan klasifikasi misalnya Bangunan 

Gedung hunian semi permanen menjadi Bangunan 

Gedung usaha permanen 

ayat (2) 

Perubahan dari satu fungsi dan/atau klasifikasi ke fungsi 

dan/atau klasifikasi yang lain akan menyebabkan 

perubahan persyaratan yang harus dipenuhi, karena 

sebagai contoh persyaratan administratif dan teknis 

Bangunan Gedung fungsi hunian klasifikasi permanen 

jelas berbeda dengan persyaratan administratif dan teknis 

untuk Bangunan Gedung fungsi hunian klasifikasi semi 

permanen, atau persyaratan administratif dan teknis 

Bangunan Gedung fungsi hunian klasifikasi permanen 

jelas berbeda dengan persyaratan administratif dan teknis 

untuk Bangunan Gedung fungsi usaha (misalnya toko) 

klasifikasi permanen. 

Perubahan fungsi (misalnya dari fungsi hunian menjadi 

fungsi usaha) harus dilakukan melalui proses izin 

mendirikan Bangunan Gedung baru.



Sedangkan untuk perubahan klasifikasi dalam fungsi yang 

sama (misalnya dari fungsi hunian semi permanen 

menjadi hunian permanen) dapat dilakukan dengan 

revisi/perubahan pada izin mendirikan Bangunan Gedung 

yang telah ada. 

ayat (3) 

cukup jelas 

ayat (4) 

cukup jelas 

ayat (5) 

cukup jelas 

Pasal 10 

ayat (1) 

secara umum maksud dari ketentuan ini yakni 

persyaratan administrasi adalah persyaratan dari aspek 

administratif yang mencakup antara lain dokumen 

kelengkapan berkas, yang meliputi antara lain dokumen 

kepemilikan bangunan gedung, kepemilikan tanah, dan 

dokumen IMB sebelumnya. Perencanaan teknis bangunan 

gedung yang telah memenuhi persyaratan administratif 

dan persyaratan teknis bangunan gedung sesuai dengan 

fungsi dan klasifikasi bangunan gedung sebagai dasar 

dalam pelaksanaan pembangunan. 

ayat (2) 

Dokumen sertifikat hak atas tanah dapat berbentuk 

sertifikat Hak Milik (HM), sertifikat Hak Guna Bangunan 

(HGB), sertifikat Hak Guna Usaha (HGU), sertifikat Hak 

Pengelolaan (HPL), sertifikat Hak Pakai (HP), atau dokumen 

perolehan tanah lainnya seperti akta jual beli, kuitansi jual 

beli dan/atau bukti penguasaan tanah lainnya seperti izin 

pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah, surat 

keterangan tanah dari lurah/kepala desa yang disahkan 

oleh camat. 

Ketentuan mengenai keabsahan hak atas tanah 

disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- 

undangan di bidang pertanahan. 

Dalam mengajukan permohonan izin mendirikan 

Bangunan Gedung, status hak atas tanahnya harus 

dilengkapi dengan gambar yang jelas mengenai lokasi 

tanah bersangkutan yang memuat ukuran dan batas-batas 

persil



ayat (3) 

cukup jelas 

Pasal 11 

ayat (1) 

cukup jelas. 

ayat (2) 

cukup jelas 

ayat (3) 

Perjanjian tertulis ini menjadi pegangan dan harus ditaati 

oleh kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang mengatur hukum 

perjanjian 

ayat (4) 

cukup jelas 

ayat (5) 

cukup jelas 

ayat (6) 

cukup jelas 

ayat (7) 

cukup jelas 

Pasal 12 

ayat (1) 

cukup jelas. 

ayat (2) 

cukup jelas 

ayat (3) 

cukup jelas 

ayat (4) 

cukup jelas 

ayat (5) 

cukup jelas 

ayat (6) 

Yang dimaksud dengan “persetujuan pemegang hak atas 

tanah” adalah persetujuan tertulis yang dapat dijadikan 

alat bukti telah terjadi kesepakatan pengalihan 

kepemilikan Bangunan Gedung.



ayat (7) 

cukup jelas 

ayat (8) 

Pasal 13 

cukup jelas 

cukup jelas 

Pasal 14 

ayat (1) 

Izin mendirikan Bangunan Gedung merupakan satu- 

satunya perizinan yang diperbolehkan dalam 

penyelenggaraan Bangunan Gedung, yang menjadi alat 

pengendali penyelenggaraan Bangunan Gedung. 

ayat (2) 

Proses pemberian izin mendirikan Bangunan Gedung 

harus mengikuti prinsip-prinsip pelayanan prima dan 

murah /terjangkau. 

Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Gedung 

merupakan proses awal mendapatkan izin mendirikan 

Bangunan Gedung. 

Pemerintah daerah menyediakan formulir Permohonan Izin 

Mendirikan Bangunan Gedung yang informatif yang 

berisikan antara lain: 

e status tanah (tanah milik sendiri atau milik pihak lain), 

e data pemohon/Pemilik Bangunan Gedung (nama, 

alamat, tempat/tanggal lahir, pekerjaan, nomor KTP, 

dll), data lokasi (letak/alamat, batas-batas, luas, 

status kepemilikan, dll.): 

e data rencana Bangunan Gedung (fungsi/klasifikasi, 

luas Bangunan Gedung, jumlah lantai/ ketinggian, KDB, 

KLB, KDH, dil.): dan 

e data Penyedia Jasa Konstruksi (nama, alamat, 

penanggung jawab penyedia jasa perencana 

konstruksi), rencana waktu pelaksanaan mendirikan 

Bangunan Gedung, dan perkiraan biaya 

pembangunannya. 

Persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam 

Keterangan Rencana Kabupaten/Kota, selanjutnya 

digunakan sebagai ketentuan oleh pemilik dalam 

menyusun rencana teknis Bangunan Gedungnya, di 

samping persyaratan-persyaratan teknis lainnya sesuai 

fungsi dan klasifikasinya. 

ayat (3) 

cukup jelas



ayat (4) 

cukup jelas 

Pasal 15 

cukup jelas. 

Pasal 16 

cukup jelas. 

Pasal 17 

cukup jelas 

Pasal 18 

ayat (1) 

cukup jelas. 

ayat (2) 

maksud penentuan jarak minimal 8 Meter ini adalah 

dalam rangka pengembangan ke depan berupa rencan 

pelebaran jalan. Dengan demikian pembangunan gedung 

berupa rumah fasilitas pribadi dan gedung untuk fasilitas 

umum tidak diperkenankan berdekatan dengan pinggir 

jalan umum. 

ayat (3) 

cukup jelas 

ayat (4) 

cukup jelas 

Pasal 19 

cukup jelas 

Pasal 20 

cukup jelas. 

Pasal 21 

cukup jelas 

Pasal 22 

ayat (1) 

karakteristik budaya lokal adalah budaya lokal di 

Kabupaten Boalemo. 

ayat (2) 

cukup jelas 

ayat (3) 

cukup jelas



Pasal 23 

ayat (1) 

penentuan kawasan cagar budaya yang dimaksud dengan 

mempertimbangkan nilai-nilai sejarah atau historis 

daerah Kabupaten Boalemo. Selain itu penentuan cagar 

budaya dapat dilakukan dengan mempertimbangkan 

karakteristik kawasan cagar budaya tersebut dengan 

karakteristik bangunan gedung daerah Kabupaten 

Boalemo. 

ayat (2) 

cukup jelas 

ayat (3) 

cukup jelas 

Pasal 24 

cukup jelas 

Pasal 25 

cukup jelas. 

Pasal 26 

ayat (1) 

maksud efisien adalah perbandingan terhadap 

perbandingan antara ruang efektif dan ruang sirkulasi, 

tata letak perabot, dimensi ruang bangunan gedung. 

Sementara efektivitas adalah tata letak ruang yang sesuai 

dengan fungsinya, kegiatan yang berlangsung didalam 

bangunan gedung. 

Persyaratan keselamatan diwujudkan dalam penggunaan 

bahanbangunan dan sarana jalan keluar. 

Persyaratan kesehatandiwujudkan dalam tata 

pencahayaan alami dan atau buatan,ventilasi udara alami 

dan/atau buatan dan penggunaan bahan bangunan. 

Persyaratan kenyamanan diwujudkan dalam besaran 

ruang, sirkulasi dalam ruang dan penggunaan bahan 

bangunan. 

Persyaratan kemudahan tata ruang dalam diwujudkan 

dalam pemenuhan aksesibilitas antar ruang. 

ayat (2) 

cukup jelas 

Pasal 27 

cukup jelas.



Pasal 28 

cukup jelas. 

Pasal 29 

cukup jelas. 

Pasal 30 

cukup jelas 

Pasal 31 

cukup jelas 

Pasal 32 

cukup jelas 

Pasal 33 

cukup jelas 

Pasal 34 

cukup jelas 

Pasal 35 

cukup jelas. 

Pasal 36 

cukup jelas 

Pasal 37 

cukup jelas. 

Pasal 38 

cukup jelas 

Pasal 39 

cukup jelas. 

Pasal 40 

Pasal 

cukup jelas. 

41 

ayat (1) 

cukup jelas. 

ayat (2) 

cukup jelas 

ayat (3) 

cukup jelas 

ayat (4) 

cukup jelas



ayat (S5) 

Pemanfaatan listrik mengikuti pedoman dan standar 

teknis yang berlaku melalui supervisi oleh PLN untuk 

menghindarkan bencana akibat ketidakadaan 

pengendalian dan pengamanan. 

Pasal 42 

cukup jelas. 

Pasal 43 

cukup jelas. 

Pasal 44 

ayat (1) 

cukup jelas. 

ayat (2) 

cukup jelas 

ayat (3) 

Maksud dengan tingkat pencahayaan padasuatu ruangan 

adalah tingkat pencahayaan rata-rata pada bidang kerja. 

Pencahayaan alami dapat berupa bukaan pada bidang 

dinding, dindingtembus cahaya, dan/atau atap tembus 

cahaya. Dinding tembus cahayamisalnya dinding yang 

menggunakan kaca. Atap tembus cahayamisalnya 

penggunaan genteng kaca atau skylight. 

Persyaratan ventilasi mekanik/buatan, antara lain 

Penempatan fan sebagai ventilasi mekanik/buatan 

harusmemungkinkan pelepasan udara keluar dan 

masuknya udara segar,atau sebaliknya, 

Bilamana digunakan ventilasi mekanik/buatan, sistem 

tersebut harusbekerja terus menerus selama ruang 

tersebut dihuni,Penggunaan ventilasi mekanik/buatan 

harus memperhitungkanbesarnya pertukaran udara yang 

disarankan untuk berbagai fungsi ruang dalam bangunan 

gedung. 

ayat (4) 

cukup jelas 

ayat (5) 

cukup jelas 

Pasal 45 

cukup jelas.



Pasal 46 

cukup jelas. 

Pasal 47 

cukup jelas. 

Pasal 48 

cukup jelas 

Pasal 49 

cukup jelas. 

Pasal 50 

cukup jelas. 

Pasal 51 

cukup jelas. 

Pasal 52 

ayat (1) 

cukup jelas 

ayat (2) 

Yang dimaksud dengan air kotor adalah air hasil 

penggunaan cucian, sisamandi dan wudhu yang tidak 

bercampur dengan kotoran manusia.Yang dimaksud 

dengan air kotoran adalah air yang telah bercampurdengan 

kotoran manusia. 

Pasal 53 

cukup jelas. 

Pasal 54 

cukup jelas. 

Pasal 55 

cukup jelas. 

Pasal 56 

cukup jelas. 

Pasal 57 

cukup jelas. 

Pasal 58 

cukup jelas. 

Pasal 59 

cukup jelas. 

Pasal 60 

cukup jelas. 

Pasal 61 

cukup jelas.



Pasal 62 

cukup jelas. 

Pasal 63 

cukup jelas. 

Pasal 64 

ayat (1) 

cukup jelas 

ayat (2) 

Pasal 65 

Penyediaan ruang ganti direncanakan dengan 

pertimbangan mudahdilihat/dikenali yang diberi rambu 

penanda, mudah dicapai, dandilengkapi dengan fasilitas 

yang memadai. 

Penyediaan ruang ibadah direncanakan dengan 

pertimbangan mudahdilihat, dicapai, dan diberi rambu 

penanda, serta dilengkapi denganfasilitas yang memadai 

untuk kebutuhan ibadah. 

Penyediaan ruang bayi direncanakan dengan 

pertimbangan mudahdilihat, dicapai, dan diberi rambu 

penanda serta dilengkapi denganfasilitas yang memadai 

untuk kebutuhan merawat bayi. 

Penyediaan toilet direncanakan dengan pertimbangan 

jumlah penggunabangunan gedung dan mudah dilihat 

dan dijangkau. 

Penyediaan sistem komunikasi dan informasi yang 

meliputi telepon dantata suara dalam bangunan gedung 

direncanakan dengan pertimbanganfungsi bangunan 

gedung dan tidak mengganggu lingkungan. 

Penyediaan tempat sampah direncanakan dengan 

pertimbangan fungsibangunan gedung, jenis sampah, 

kemudahan pengangkutan, denganmempertimbangkan 

kesehatan pengguna dan lingkungan. 

Penyediaan tempat parkir direncanakan dengan 

pertimbangan fungsibangunan gedung, dan tidak 

mengganggu lingkungan. Tempat parkirdapat berupa 

pelataran parkir, dalam gedung, dan/atau gedung parkir. 

cukup jelas. 

Pasal 66 

cukup jelas.



Pasal 67 

ayat (1) 

cukup jelas. 

ayat (2) 

cukup jelas 

ayat (3) 

cukup jelas 

ayat (4) 

cukup jelas 

ayat (5) 

Yang dimaksud dengan sarana evakuasi adalah sarana 

sarana yangdisediakan yang dapat menjamin kemudahan 

pengguna bangunangedung untuk melakukan evakuasi 

dari dalam bangunan gedung secaraaman apabila terjadi 

bencana atau keadaan darurat. 

Pasal 68 

ayat (1) 

Yang dimaksud dengan penyandang disabilitas adalah 

orang yangmempunyai keterbatasan untuk melakukan 

aktivitas dalam batas-batas yangdianggap normal oleh 

manusia termasuk di dalamnya adalah orang lanjutusia. 

ayat (2) 

cukup jelas 

ayat (3) 

cukup jelas 

ayat (4) 

cukup jelas 

Pasal 69 

Maksud penyediaan prasarana dan sarana pemanfaatan 

bangunan gedung ditujukan untuk memberikan kemudahan 

beraktivitas bagipengguna bangunan gedung. 

Pasal 70 

cukup jelas. 

Pasal 71 

cukup jelas.



Pasal 72 

ayat (1) 

huruf a 

Bangunan gedung baru adalah bangunan 

gedungyang direncanakan dan dibangun setelah 

peraturan pelaksanaan mengenaibangunan gedung 

hijau diberlakukan. Sementara bangunan gedung 

eksisting adalah bangunan gedung yang telah 

berdiriatau dibangun 

pelaksanaan mengenai 

diberlakukan. 

huruf b 

Cukup jelas 

ayat (2) 

Cukup jelas 

ayat (3) 

Cukup jelas 

ayat (4) 

Cukup jelas 

Pasal 73 

Cukup jelas. 

Pasal 74 

Cukup jelas. 

Pasal 75 

Cukup jelas. 

Pasal 76 

Cukup jelas. 

Pasal 77 

Cukup jelas. 

Pasal 78 

cukup jelas. 

Pasal 79 

Cukup jelas. 

Pasal 80 

Cukup jelas. 

Pasal 81 

Cukup jelas. 

Pasal 82 

Cukup jelas. 

sebelum peraturan 

bangunangedung hijau



Pasal 83 

Cukup jelas. 

Pasal 84 

Cukup jelas 

Pasal 85 

ayat (1) 

Cukup jelas. 

ayat (2) 

kesesuaian terhadap izin adalah keseuaian pelaksanaan 

konstruksi dengan IMB yang diberikan maupun 

persetujuan teknis pelaksanaan oleh Dinas. Pengawasan 

konstruksi dilakukan oleh pemilik atau dengan 

menggunakan penyedia jasa pengawasan pelaksanaan 

konstruksi yang mempunyai sertifikasi keahlian sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan. Pemeriksaan 

kelaikan fungsi dilakukan setelah bangunan gedung 

selesai dilaksanakan oleh pelaksana konstruksi, sebelum 

diserahkan kepada pemilik bangunan gedung. 

Pengawas pelaksanaan konstruksi bertanggung jawab 

atas kesesuaian pelaksanaan dilapangan dengan gambar 

teknis yang disetujui dalam IMB, sehingga apabila terjadi 

penyimpangan pelaksanaan dari gambar yang disetujui 

pengawas harus menghentikan sementara pekerjaan 

dilapangan dan melaporkan ke Bupati melalui instansi 

yang menerbitkan IMB. 

ayat (3) 

Cukup jelas 

ayat (4) 

Cukup jelas 

ayat (5) 

Cukup jelas 

Pasal 86 

Cukup jelas. 

Pasal 87 

Cukup jelas 

Pasal 88 

Cukup jelas



Pasal 89 

ayat (1) 

SLF diberikan melalui mekanisme pengajuan permohonan 

oleh pemilikbangunan. 

ayat (2) 

Cukup jelas 

ayat (3) 

Cukup jelas 

ayat (4) 

Cukup jelas 

ayat (5) 

Pasal 90 

Cukup jelas 

Cukup jelas. 

Pasal 91 

Cukup jelas. 

Pasal 92 

Cukup jelas. 

Pasal 93 

Beberapa Bangunan Cagar Budaya yang berada di Kabupaten 

Boalemo berdasarkan ketetapan dari Pemerintah Kabupaten 

Boalemo. 

Pasal 94 

ayat (1) 

maksud bangunan gedung semi permanen adalah 

bangunan gedung yang karenafungsinya direncanakan 

mempunyai umur layanan di atas 5 (lima) tahunsampai 

dengan 10 (sepuluh) tahun. Dengan demikian 

konstruksibangunan gedung dibuat bersifat semi 

permanen dengan bahanbangunan yang sesuai, namun 

dapat ditingkatkan menjadi permanen. 

ayat (2) 

Cukup jelas 

ayat (3) 

Pasal 95 

Cukup jelas 

Cukup jelas.



Pasal 96 

ayat (1) 

Bangunan gedung darurat atau sementara adalah 

bangunan gedung yangkarena fungsinya direncanakan 

mempunyai umur layanan sampai dengan5 (lima) tahun. 

ayat (2) 

Cukup jelas 

ayat (3) 

Cukup jelas 

Pasal 97 

Cukup jelas. 

Pasal 98 

Cukup jelas. 

Pasal 99 

ayat (1) 

Mikro zonasi berdasarkan percepatan batuan dasar yang 

dihitung untuksetiap kawasan tertentu merupakan dasar 

untuk penghitungan konstruksiyang lebih akurat 

terhadap gempa bumi dengan satuan gravitasi (2). 

ayat (2) 

Cukup jelas 

ayat (3) 

Cukup jelas 

ayat (4) 

Cukup jelas 

Pasal 100 

Cukup jelas 

Pasal 101 

Cukup jelas 

Pasal 102 

Cukup jelas. 

Pasal 103 

Cukup jelas. 

Pasal 104 

Cukup jelas 

Pasal 105 

Cukup jelas. 

Pasal 106 

Cukup jelas



Pasal 107 

ayat (1) 

Kesesuaian terhadap izin adalah kesesuaian pelaksanaan 

konstruksi dengan IMB yang diberikan maupun 

persetujuan teknis pelaksanaan oleh Dinas terkait 

ayat (2) 

Cukup jelas 

Pasal 108 

Cukup jelas. 

Pasal 109 

Cukup jelas. 

Pasal 110 

ayat (1) 

Kegiatan pengawasan konstruksi dilakukan oleh pemilik atau 

dengan menggunakan penyedia jasa pengawasan pelaksanaan 

konstruksi yang mempunyai sertifikasi keahlian sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan. 

ayat (2) 

Cukup jelas 

Pasal 111 

ayat (1) 

Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo dapat melakukan 

pengawasan terhadap pelaksanaan konstruksi bangunan 

gedung yang memiliki indikasi pelanggaran terhadap izin 

mendirikan bangunan gedung dan/atau pelaksanaan 

konstruksi yang membahayakan lingkungan. 

ayat (2) 

Cukup jelas 

ayat (3) 

Cukup jelas 

ayat (4) 

Cukup jelas 

ayat (S5) 

Cukup jelas



Pasal 112 

s ayat (1) 

Hasil kegiatan pengawasan konstruksi bangunan gedung 

berupa laporan kegiatan pengawasan, hasil kaji ulang 

terhadap laporan kemajuan pelaksanaan konstruksi, dan 

laporan hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung. 

ayat (2) 

Cukup jelas 

ayat (3) 

Cukup jelas 

ayat (4) 

Cukup jelas 

Pasal 113 

Cukup jelas 

Pasal 114 

Cukup jelas 

Pasal 115 

Cukup jelas. 

Pasal 116 

Cukup jelas 

Pasal 117 

Cukup jelas 

Pasal 118 

Cukup jelas 

Pasal 119 

Cukup jelas 

Pasal 120 

Cukup jelas 

Pasal 121 

Cukup jelas. 

Pasal 122 

Perawatan yang dapat dilakukan oleh pemilik atau pengguna 

bangunan gedung adalah Perawatan yang bersifat tidak 

memerlukan keahlian khusus yang bisa dilakukan sendiri. 

Pengguna dalam hal ini adalah pengguna yang berstatus 

sebagai pemilik atau penyewa bangunan gedung. 

Pemeliharaan yang harus dilakukan oleh penyedia jasa 

konstruksi adalah 

pemeliharaan bangunan memerlukan keahlian khusus yang 

pemeliharaan bangunan gedung



hanya bisa dilakukan oleh orang yang memiliki keahlian 

teknis tertentu maupun ketrampilan khusus. 

Pasal 123 

ayat (1) 

Kegiatan perawatan bangunan gedung dilakukan agar 

bangunan gedung tetap laik fungsi. Perawatan bangunan 

gedung dilakukan sesuai dengan tingkat kerusakan yang 

terjadi pada bangunan gedung. 

ayat (2) 

Tingkat kerusakan bangunan gedung dapat berupa 

kerusakan ringan, kerusakan sedang, atau kerusakan 

berat. Tingkat kerusakan ringan adalah kerusakan 

terutama pada komponen non struktural, seperti 

penutup atap, langit-langit, penutup lantai, dinding 

partisi/pengisi. 

ayat (3) 

Cukup jelas 

ayat (4) 

Cukup jelas 

Pasal 124 

ayat (1) 

Pemeriksaan secara berkala yang dapat dilakukan oleh 

pemilik atau pengguna bangunan gedung adalah 

pemeriksaan yang bersifat tidak memerlukan keahlian 

khusus yang bisa dilakukan sendiri. 

ayat (2) 

Cukup jelas 

ayat (3) 

Cukup jelas 

ayat (4) 

Cukup jelas 

Pasal 125 

Cukup jelas. 

Pasal 126 

Cukup jelas 

Pasal 127 

Cukup jelas.



Pasal 128 

Cukup jelas 

Pasal 129 

Cukup jelas 

Pasal 130 

Cukup jelas 

Pasal 131 

Cukup jelas 

Pasal 132 

ayat (1) 

Pembongkaran bangunan yang diharuskan menggunakan 

penyedia jasa konstruksi. pembongkaran bangunan 

gedung diperuntukan bagi bangunan selain bangunan 

hunian rumah tinggal sederhana tunggal dan deret. 

ayat (2) 

Cukup jelas 

ayat (3) 

Cukup jelas 

Pasal 133 

Cukup jelas. 

Pasal 134 

Cukup jelas. 

Pasal 135 

Cukup jelas 

Pasal 136 

Cukup jelas. 

Pasal 137 

ayat (1) 

Paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini 

diundangkan, TABG sudah harus dibentuk. 

ayat (2) 

Cukup jelas 

Pasal 138 

Cukup jelas. 

Pasal 139 

Cukup jelas.



Pasal 140 

Cukup jelas. 

Pasal 141 

Cukup jelas. 

Pasal 142 

Cukup jelas. 

Pasal 143 

Cukup jelas 

Pasal 144 

Cukup jelas. 

Pasal 145 

ayat (1) 

Pemerintah Daerah mengalokasikan besarnya anggaran 

sesuai dengan perkembangan jumlah anggota TABG dari 

tahun ke tahun, dengan minimal 3 (tiga) anggota dari 

unsur keahlian dan sejumlah anggota dari unsur 

pemerintahan yang terkait. 

ayat (2) 

Cukup jelas 

Pasal 146 

Cukup jelas. 

Pasal 147 

Cukup jelas 

Pasal 148 

Cukup jelas 

Pasal 149 

Cukup jelas. 

Pasal 150 

ayat (1) 

Tarif dasar retribusi IMB bangunan gedung ditetapkan 

hanyal (satu) tarif dasar, karena indeks terintegrasi 

dalam rumus penghitungan besarnya retribusi IMB telah 

mengakomodasikan faktor-faktor aspek teknis yang 

menentukan sesuai dengan klasifikasi fungsi bangunan 

gedung. Aspek teknis tersebut meliputi tingkat 

kompleksitas, tingkat permanensi, tingkat risiko



kebakaran, tingkat zonasi gempa, tingkat kepadatan 

bangunan gedung di lokasi,tingkat ketinggian atau jumlah 

lapis bangunan gedung, dan kepemilikan bangunan 

gedung. 

Tarif dasar retribusi IMB prasarana bangunan gedung 

ditetapkan untuk setiap jenis prasarana bangunan 

gedung yang ditetapkan dengan terlebih dahulu 

menghitung suatu acuan sebagai standar untuk satuan 

volume/luas/panjang/unit masing-masing prasarana 

bangunan gedung. Untuk prasarana bangunan gedung 

yang melebihi ukuran satuan standar tersebut dihitung 

secara proporsional. 

ayat (2) 

Cukup jelas 

ayat (3) 

Cukup jelas 

ayat (4) 

Pasal 151 

Cukup jelas 

Cukup jelas. 

Pasal 152 

ayat (1) 

Harga satuan (tarif dasar) retribusi IMB tidak diatur 

dalam Peraturan Daerah ini. Rumus yang ditetapkan 

dalam Peraturan Daerah ini disusun berdasarkan aspek 

teknis yang signifikan dalam penghitungan retribusi IMB 

akan dirinci lebih lanjut dalam Peraturan Daerah tentang 

Retribusi IMB. 

ayat (2) 

Cukup jelas 

ayat (3) 

Cukup jelas 

ayat (4) 

Pasal 153 

Cukup jelas 

Cukup jelas



Pasal154 

ayat (1) 

Masyarakat ikut melakukan pemantauan dan menjaga 

ketertiban terhadap pemanfaatan bangunan gedung 

termasuk perawatandan/atau pemugaran bangunan 

gedung dan lingkungannya yang dilindungi dan 

dilestarikan. 

ayat (2) 

Cukup jelas 

ayat (3) 

Cukup jelas 

ayat (4) 

Pasal 155 

Cukup jelas 

Cukup jelas. 

Pasal 156 

ayat (1) 

Usulan dan pengaduan dalam penyelenggaraan 

bangunan gedung meliputi identifikasi ketidaklaikan 

fungsi, dan/atautingkat gangguan dan bahaya yang 

ditimbulkan, dan/atau pelanggaran ketentuan perizinan, 

dan lokasi bangunan gedung, serta kelengkapan dan 

kejelasan data pelapor. Usulan dan pengaduan tersebut 

disusun dengan dasar pengetahuan di bidang teknik 

pembangunan bangunan gedung, misalnya laporan 

tentang gejala bangunan gedung yang berpotensi akan 

runtuh. 

ayat (2) 

Cukup jelas 

ayat (3) 

Cukup jelas 

ayat (4) 

Pasal 157 

Cukup jelas 

Cukup jelas. 

Pasal 158 

Cukup jelas.



Pasal 159 

ayat (1) 

Pendapat dan pertimbangan masyarakat yang dimaksud 

berkaitan dengan: Pertama, keselamatan, yaitu upaya 

perlindungan kepada masyarakat akibat 

dampak/bencana yang mungkin timbul. Kedua, 

keamanan, yaitu upaya perlindungan kepada masyarakat 

terhadap kemungkinan gangguan rasa aman dalam 

melakukan aktivitasnya. Ketiga, kesehatan, yaitu upaya 

perlindungan kepada masyarakat terhadap kemungkinan 

gangguan kesehatan dan endemik, dan/atau Keempat, 

kemudahan, yaitu upaya perlindungan kepada 

masyarakat terhadap kemungkinan gangguan mobilitas 

masyarakat dalam melakukan aktivitasnya, dan 

pelestarian nilai-nilai sosial budaya setempat. 

ayat (2) 

Cukup jelas 

Pasal 160 

Cukup jelas 

Pasal 161 

ayat (1) 

Masyarakat dapat mengajukan gugatan perwakilan apabila 

dari hasil penyelenggaraan bangunan gedung telah terjadi 

dampak yang mengganggu/merugikan yang tidak 

diperkirakan pada saat perencanaan, pelaksanaan, 

dan/atau pemanfaatan. 

ayat (2) 

Cukup jelas 

Pasal 162 

Cukup jelas 

Pasal 163 

Cukup jelas 

Pasal 164 

Cukup jelas 

Pasal 165 

Cukup jelas 

Pasal 166 

Cukup jelas



Pasal 167 

Cukup jelas 

Pasal 168 

Cukup jelas 
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